184

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis,
maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Pergeseran paradigma calon perseorangan pasca reformasi terjadi
disebabkan; diperbolehkannya calon perseorangan oleh Mahkamah
Konstitusi melalui Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Pengujian
Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
pengujian sebagaimana dimaksud disebabkan dalam undang — undang
tersebut hanya memberikan kesempatan terhadap partai politik dalam
pemilihan kepala daerah sehingga, keinginan perseorangan untuk
berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah terabaikan. Putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian memunculkan Undang — Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan
kesempatan bagi calon perseorangan melalui Pasal 59 (UU No. 12 Tahun
2008).

2. Adapun kendala - kendala yang dialami oleh calon perseorangan dalam
pemilihan kepala daerah 9 Desember 2015 dibagi menjadi dua macam
yaitu; Pertama, mengenai Jumlah Dukungan yang semakin naik dari 6,5%
(Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2015) menjadi 10% (Undang —
Undang Nomor 8 Tahun 2015) sehingga, memberatkan bagi calon
perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Kedua, Kendala akumulasi
jumlah suara. Kendala sebagaimana dimaksud disebabkan, akumulasi
jumlah suara yang di bebankan terhadap calon perseorangan lebih berat
daripada calon yang diusulkan partai politik. Akumulasi jumlah suara

calon yang diusulkan oleh partai politik dihitung dari perolehan suara
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pemilihan legislatif yang menggunakan dana negara, sedangkan akumulasi
jumlah suara untuk calon perseorangan dihitung pada saat pemilihan
kepala daerah akan dilaksanakan serta dana yang digunakan menggunakan
dana pribadi.

3. Konsep ldeal untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada 9
Desember 2015, menggunakan “pola koordinatif’. Model sebagaimana
dimaksud adalah, ”pola koordinasi”. pola koordinasi sebagaimana
dimaksud, dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu; pertama, koordinasi internal, yaitu
koordinasi antara KPU dengan KPUD. Kedua, Kemudian koordinasi
penunjang dengan Bawaslu, DKPP dan Pemerintah. Ketiga, koordinasi
final, yaitu koordinasi yang dilakukan dengan MK dan PT TUN.

B. Saran

Dari uraian sebagaimana dijelaskan sebelumnya maka, saran penulis
untuk ketiga rumusan masalah adalah sebagai berikut; pertama, mengenai
pergeseran paradigma calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah
pasca reformasi. Untuk memastikan tidak adanya perlakuan diskriminatif
terhadap setiap warga negara yang berpartisipasi dalam pemilihan kepala
daerah maka, dalam pemilihan kepala daerah yang akan datang harus
menjunjung tinggi prinsip — prinsip demokrasi dan hak asasi manusia
sebagaimana diatur dalam Undang — Undang Dasar NRI 1945. Perlakuan
sebagaimana dimaksud, selain untuk menjamin hak politik bagi setiap warga
negara juga untuk menghindari adanya gejolak dari masyarakat setiap akan
diselenggarakan pemilihan kepala daerah.

Kedua, mengenai kendala — kendala dalam pemilihan kepala daerah.

Agar tidak terjadi kendala dalam pencalonanan bagi calon perseorangan pada

pemilihan kepala daerah selanjutnya atau yang akan datang, maka perlu ada
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perbaikan ketentuan mengenai peran serta calon perseorangan yang diatur
dalam Undang — Undang Nomor 8 Tahun 2015. Perbaikan sebagaimana
dimaksud adalah; a) jumlah dukungan bagi calon perseorangan dikurangi
menjadi 3% sebagaimana yang berlaku di daerah Aceh. Pengurangan tersebut
untuk mempermudah bagi calon perseorangan untuk berpartisipasi dalam
pemilihan kepala daerah, serta agar tidak terjadi dualisme pengaturan yang
berbeda antara ketentuan yang berlaku di daerah Aceh dan yang berlaku diluar
Aceh. b) Perlu ada perbaikan konsep pembiayaan bagi calon perseorangan
dalam pemilihan kepala daerah, konsep sebagaimana dimaksud disebabkan
sumber dana partai politik yang kemudian mengusung calon tertentu
bersumber dari APBN/APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota. Dengan
demikian, partai politik yang sumber dananya berasal dari dana Negara dan
calon perseorangan berasal dari dana pribadi, ketentuan tersebut bersifat
diskriminatif sehingga hanya memberatkan calon perseorangan.

Ketiga, mengenai konsep ideal dalam pemilihan kepala daerah. Konsep
yang ideal dalam pemilihan kepala daerah selanjutnya atau yang akan
diselenggaran pada Tahun 2017 dan seterusnya, lebih mengedepankan “model
koordinatif”’. Model koordinatif sebagaimana dimaksud, tentu perlu diatur
terlebih dahulu dalam undang — undang pemilihan kepala daerah. Model
tersebut, selain untuk menghindari putusan yang berseberangan antara KPU Rl
dengan KPUD, serta untuk menghindari putusan yang berseberangan dengan
lembaga — lembaga pendukung lainnya (Bawaslu, DKPP, Pemerintah, MK,

dan PT TUN).
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